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PENERAPAN PAJAK E-COMMERCE DI INDONESIA 
 
   
 
                                       Abstrak 
  
 
Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan alasan kesetaraan yang penting di hadapan hukum 
untuk pembayaran pajak untuk pengecer kecil dan penjual rumahan yang menggunakan e-
commerce untuk menjual produk mereka di Indonesia. Hasilnya menemukan empat alasan. 
Pertama, melanggar hak kesetaraan yang berasal dari pengecer kecil yang menggunakan e-
commerce di Indonesia, kedua, melanggar prinsip kepastian hukum dan prinsip perlakuan 
yang sama bagi pengguna e-commerce, ketiga, melanggar prinsip kesetaraan di depan hukum 
dan pemerintah untuk semua pengguna e-commerce, dan keempat, melanggar prinsip non-
diskriminasi untuk semua pengguna e-commerce baik penjual atau pembeli, pengecer besar 
dan kecil yang memiliki pendapatan berbeda. Makalah ini menyimpulkan bahwa keputusan 
pembayaran pajak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 
 






E-COMMERCE TAX FOR ONLINE SHOP IN INDONESIA 
 
   
 
Abstract 
This paper aims to explain the reasons for the important equality before the law for tax 
payment for small retail and home based seller that using e-commerce to sell their product in 
Indonesia. The results found four reasons. First, violating the rights of equality who came 
from the small retailer  that using e-commerce in Indonesian, second, violating the principle 
of legal certainty and equal treatment principles for e-commerce user, third, violating the 
principle of equality before the law and the government for all e-commerce user, and fourth, 
violating the principle of non-discrimination for all e-commerce user either seller or buyer, 
small and big retailer  who have different income. This paper concludes that the decisions of 
tax payment are in accordance with the principles equality in the 1945 Constitution of the 
Republic of Indonesia. 
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a. Pajak adalah salah satu pendapatan negara bukan komoditi yang sangat penting 
perannya didalam pembanggunan. Dengan semakin meningkatnya perkembangan dan 
kebutuhan negara maka dicarilah sumber – sumber pajak baru seperti pada sektor e-
commerce misalkan pajak pendapatan transaksi elektronik seperti pajak iklan elektronik 
atau jual beli melalui situs situs digital seperti buka lapak.com, olx.com, berniaga.com, 
dll.  
b. E-commerce tax ini adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan istilah e-tax. Dimana 
yang disebut dengan e-commerce tax adalah setiap pajak yang dikenakan pada transaksi 
– transaksi elektronik, sedangkan e-tax adalah pembayaran pajak secara elektronik, 
seperti misalkan pajak bumi dan banggunan atau pajak pribadi.  
c. Didalam penyidikan setiap permasalahan E-commerce, perlu dilakukan pembedaan 
atau pemisahan antara data pribadi yang terkait dan tidak terkait. Hal ini berkaitan 
dengan kepentingan dan hak privasi yang dimiliki oleh seseorang ataupun yang 
berkaitan dengan sumpah jabatan atau tugasnya. Misalnya prinsip kehati – hatian dari 
bank, menjaga keamanan dari saksi dan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik, 
ataupun juga seperti tugas seorang notaris untuk melindungi diri dan kliennya.  
Tujuan utama dari perlu adanya pembedaan tersebut adalah : 
1. Memberikan rasa aman dan terlindungi bagi para pelaku e-commerce dan para 
pihak terkait seperti penyelenggara layanan e-commerce semisal olx.com atau 
kaskus.co.id, ataupun juga para penyidik yang menanggani permasalahan e-
commerce, serta pihak – pihak lain yang dapat juga terkait misalnya, notaris,.  





3. Untuk mencegah terjadinya pengaburan fakta yang dapat membuat permasalahan 
utama menjadi kabur sehingga akan merugikan pihak terkait didalamnya. 
4. Sebagai tertib hukum, bahwa bahwa penerapan pasal – pasal yang akan dikenakan 
adalah telah sesuai dengan permasalahan yang tengah diselidiki. 
5. Mencegah penggunaan data yang tidak terkait oleh pihak ketiga yang sama sekali 
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